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ABSTRAK : bahwa untuk menindaklanjuti Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 
47/PW.01/10/2022, tanggal 18 Januari 2022 perihal Penunjukan Satuan Kerja Pilot Project 
Implementasi Pembangunan Zona Integritas, perlu membentuk Tim Pembangunan Zona 
Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di 
Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga dari unsur komisioner dan 
sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga; 
 
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu 
menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga tentang 
Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan 
Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten 
Purbalingga; 

 
Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : 

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang 
Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150); Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010; Peraturan Menteri 
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road 
Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 
Nomor 441);  Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 
Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442); Peraturan Komisi Pemilihan Umum 
Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum 
Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan 
Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan 
Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, 
Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786); Keputusan Komisi Pemilihan Umum 
Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Komisi 
Pemilihan Umum Tahun 2020-2024; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-
Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan 
Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum 
Kabupaten/Kota; 
 

Dalam Keputusan KPU NOMOR 6 Tahun 2022  diatur tentang : 

Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan 
Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten 
Purbalingga sebagai berikut: 1. Membentuk dan menetapkan Tim Pembangunan Zona 
Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di 
Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga, yang terdiri dari: a. Tim 
Pengarah; b. Tim Pelaksana, yang terbagi dalam: 1) Tim Manajemen Peubahan; 2) Tim 
Penataan Tata Laksana; 3) Tim Penataan Manajemen Aparatur Sipil Negara; 4) Tim 
Pengawasan; 5) Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja; 6) Tim Penguatan Kualitas 
Pelayananan Publik.; 2. Susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum 
KESATU tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam 
Keputusan ini.; 3. Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana 
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tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.; 4. 
Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah 
Birokrasi Bersih dan Melayani sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung 
jawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga.; 5. Segala biaya yang 
timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga.; 6. Keputusan ini mulai 
berlaku sejak tanggal ditetapkan. 

  

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 14 April 2022 
- Lampiran Keputusan ini 5 Lembar  
 

 
 


